
GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 187 TAHUN 2022 

TENTANG 

PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN 
DALAM NEGERI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan 
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Lembaga 
Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan oleh Gubemur setelah 
mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri; 

b. bahwa permohonan untuk membentuk Lembaga Sertifikasi 
Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta telah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri berdassarkan 
surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian 
Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 16 Agustus 2021 
Nomor 100/ 5684/BPSDM hal Tanggapan Permohonan Persetujuan 
Pembentukan LSP-PDN Provinsi DKI Jakarta, sehingga perlu 
ditindaklanjuti dengan penetapan dalam Keputusan Gubemur; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur 
tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan 
Dalam Negeri Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4744); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah teralchir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
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3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang 
Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi 
di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA 
SERTIFIKASI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI 
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA. 

KESATU 	: Membentuk Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam 
Negeri Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Badan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 

KEDUA 	: Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Lembaga Sertifikasi 
Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

KETIGA 	: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 7 Ma r e t 2022 

Tembusan: 

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta 
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta 
4. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta 
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